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PUTUSAN
Nomor 0396/Pdt.G/2021/PA.Kag.

PN 153 o L PO P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jokyakarta 06 Oktober 1954/66 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman
di  Dusun |, RT.003, RW.01, Desa Kemang Indah,
Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering llir,
sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kapu 12 Januari 1960/61 tahun 2 bulan,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah
tanggaa, tempat kediaman di Dusun Ill, Desa Sungai
Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten
Pesarawan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2021
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0396/Pdt.G/2021/PA.LLG,

tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 16 Maret 2016, di Desa Sungai Langka yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan GedongTataan, Kabupaten Pesawaran,
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/34/111/2016 Tertanggal 16
Maret 2016;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda ditinggal mati
dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda ditinggal mati
antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah sendiri di Desa Kemang Indah selama kurang lebih 4 tahun
8 bulan 14 hari sampai dengan berpisah pada tanggal awal bulan
Desember 2020;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai
anak;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak
peertenghan bulan November 2020 mulai terjadi percekcokan dan
perselisihan yang disebabkan:

5.1 Termohon susah diatur dan terkadang tidak mendengarkan nasehat
Pemohon;
5.2 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi keributan hanya
saja yang terjadi di rumah sendiri di Desa Kemang Indah pada awal bulan
Desember 2020, berawal dari Termohon yang baru saja pulang dari
lampung dibulan Oktober lalu dan dirumah sedang banyak tamu namun
setelah diawal bulan Desember Termohon mulai bersiap ingin pergi lagi
kelampung ingin melihat dan mengurus cucu, akan tetapi Pemohon
meminta waktu untuk tidak terburu-buru kelampung dan setelah kejadian itu
Termohon langsung pergi sendiri kelampung naik trevel dan sampai
sekarang Termohon tidak pulang;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di
Dusun | RT 003 RW 001 Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya,
Kabupaten Ogan Komering llir sedangkan Termohon sekarang bertempat
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tinggal di rumah anak Termohon di Dusun | RT 001 RW 001 Desa Kemang
Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering llir Hingga
sekarang telah berjalan selama 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan
sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya
suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah
mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak
berhasil,

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan
Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan
terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada
Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk
menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kayuagung;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan

yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/34/111/2016 tanggal 16 Maret
2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong
Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah bermeterai cukup dan telah di

cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Il, RT.003, RW.01, Desa
Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering llir,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan
Termohon;

- bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus duda ditinggal mati
dan Termohon janda ditinggal mati;
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- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal
di rumah milik sendiri di Desa Kemang Indah;

- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai anak;

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun harmonis selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan, dan
sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering
terjadi pertengkaran;

- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar
dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon,
Termohon susah diatur, Termohon tidak mau mendengar nasehat
Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga
sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, karena Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon;

- bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lain;

2. SAKSI Il, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun |, RT.003, RW.01, Desa
Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering llir,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan saksi kenal
dengan Termohon;

- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon
janda;

- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal
bersama di rumah milik sendiri;

- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai orang anak;
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- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- bahwa penyebab mereka sering bertengkar sepengetahuan saksi
karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon terkadang
sampai 15 hari baru pulang, dan kalau pulang dari lampung
Termohon tidak langsung pulang kerumah Pemohon melainkan
kerumah orang lain dan Termohon susah diatur dan tidak mau
menerima nasehat Pemohon dan Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon;

- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai
sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, karena Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon;

- bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling perdulikan lagi;

- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya
rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan
cerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang sebagai

bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
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yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh
hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149
ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan
nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah
Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan
karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara, akibatnya Pemohon dengan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang
lebih kurang 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan
sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon membenarkan
semua dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab

Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi:

o 55 pllb 5g8 wm pld proluall plS> o S I ED o
Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak “

menghadap,maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi

;gugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian
Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon
dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan
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berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus
dibuktikan dengan Akta Nikabh;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2016, tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan
dua orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai
dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang didengar dan dilihat
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubung-
kan dengan alat bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 16 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;

2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
harmonis lagi sering bertengkar, disebabkan Termohon susah diatur dan
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terkadang tidak mendengar nasehat Pemohon dan Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sampai sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya, Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon;
4. bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon, sudah tidak
saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat
dalam
suatu perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak;
2. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar sudah
pecah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang 4 bulan dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:
1. Al-quran surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

oule o alll Hls GMialllgo e 0l

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai,
maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:
od Lowll wds (oo pl8s sawlaslls o

Artinya :“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat",
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Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah
sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 09
K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “Apabila Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan
Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup
alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan
talak kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan
kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon
dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian
Permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara
Pemohon dan Termohon belum pernah ada perceraian berdasarkan
persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian
pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak
ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis
hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai, sehingga permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin
kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai
dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kayuagung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021  Masehi,
bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhon 1442 Hijriyah, oleh kami: Dra.
Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H., dan Alimuddin,
S.H.l,, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Sudarman, S.Ag., M.H Dra. Ratnawati
Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.l., M.H.,,

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.l., M.H

Perincian Biaya Perkara:
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1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp.1.100.000,00
4. PNBP Relaas panggilan Rp. 20.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.1.220.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
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